Laporan Tahunan

Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2020

. Pendahuluan

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik, informasi menjadi satu hal wajib yang harus disediakan
oleh seluruh badan publik di Indonesia. Setiap badan publik wajib menyediakan
informasi yang diumumkan secara berkala, informasi yang diumumkan secara serta
merta, informasi yang tersedia setiap saat serta informasi yang diminta masyarakat
tetapi diluar informasi yang dikecualikan.

Dalam perkembangannya Badan Publik harus menyiapkan secara matang
mengenai informasi apa saja yang masuk ke dalam informasi dikecualikan sehingga
tidak menimbulkan kesalahan dalam praktek penyelenggaran PPID. Keterlibatan dari
semua pihak dalam badan publik tersebut sangat penting karena PPID merupakan
kewajiban dari semua instansi bukan hanya tanggung jawab dari satu orang yang
telah ditunjuk sebagai PPID

Il. Maksud dan Tujuan

Maksud dibentuknya PPID di lingkungan BNPB sebagai acuan bagi setiap unit
kerja Eselon | dan |l serta jajaran dibawahnya dalam penyediaan, pengumpulan,
pendokumentasian dan pelayanan informasi publik serta adanya keseragaman
informasi yang diberikan kepada publik.

Selain itu dengan ditetapkannya PPID maka dibutuhkan orang yang memiliki
kompetensi dan bertanggung jawab penuh dalam pelayanan informasi publik.
Sedangkan tujuan dari PPID adalah memberikan pelayanan informasi publik kepada
masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik serta memberikan informasi yang berada dibawah

naungan BNPB secara cepat dan tepat.

lll. Pelaksanaan Kegiatan
lil.1 Kegiatan PPID BNPB dengan Kemenpan-RB

Mendukung reformasi dan birokrasi dalam pelayanan Komunikasi Publik



Output dari kegiatan ini tim PPID ikut pendampingan dalam pelayanan publik dan

memberikan dokumen-dokumen pelayanan komunikasi publik BNPB bertempat di

graha BNPB pada Jumat, 5 Juni 2020 dan Senin, 13 Juli 2020.

Link berita:

a) https://www.bnpb.go.id/berita/bnpb-optimalkan-reformasi-birokrasi-delapan-
area-perubahan

b) https:/iwww.bnpb.go.id/berita/evaluasi-percepatan-dan-pelaksanaan-reformasi-
birokrasi-di-lingkungan-bnpb

= Melayani pengaduan pelaporan melalui aplikasi lapor-Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang terhubung
dengan admin BNPB dengan mengindentifikasi jenis pelaporan, kewenangan
dan tindak lanjut dari isi pelaporan.

lll.2 Kegiatan PPID BNPB dengan Komisi Informasi Pusat (KIP)
Mendukung Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik dan pendampingan pada
Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

1) Mengikuti sosialisasi dan monitoring Keterbukaan Informasi Publik pada tgl
Senin, 13 Juli 2020 (undangan terlampir).

2) Melakukan Elektronik Monitoring dan Evaluasi, E-Monev (undangan terlampir)
secara online dan mengirimkan ke KIP, 31 Agustus 2020.

3) Membuat Video Presentasi Pelayanan Komunikasi Publik BNPB (undangan
terlampir) 15 September 2020.

4) Pendampingan dan Telaah Video Presentasi Pelayanan Komunikasi Publik
BNPB hadir Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dalam
penilaian oleh Dewan Juri KIP 16 September 2020.

5) Silaturahmi Badan Publik dan Koordinasi se-Indonesia yang akan dibuka
presiden R| secara daring pada 26-28 Oktober 2020.

lll.3 Kegiatan Rapat PPID BNPB
1) Rapat Persiapan Draft SK usulan Tim PPID dan SOP kunjungan Diorama
tanggal 8 Januari 2019 di Graha BNPB
2) Rapat Pembahasan Mekanisme Pelayanan Informasi PPID BNPB tanggal 25
Februari 2020 di Graha BNPB



3) Rapat lanjutan pembahasan SOP kunjungan Diorama dan Evaluasi kunjungan
diorama yang telah berjalan tanggal 3 Maret 2020 di Graha BNPB

4) Rapat tindak lanjut pemantauan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) dan
Sistem Ruang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (SP4N-LAPOR)
Tahun 2019 tanggal 11 Maret 2020 di Graha BNPB

5) Rapat Sosialisasi Mekanisme Pelaksanaan Rapid tes dalam Mengdiagnosis
Infeksi Corona Virus (Covid-19) tanggal 21 April 2020 di Graha BNPB

6) Rapat Strategi Komunikasi terhadap Penyebaran Informasi COVID-19 tanggal
03 Juli 2020 di Graha BNPB

7) Rapat kerjasama pertukaran informasi public dengan Center For Strategic and
International Studies (CSIS) tanggal 10 Juli 2020 di Graha BNPB

8) Rapat Evaluasi Pelayanan Komunikasi Publik website PPID tanggal 17 Juli
2020 di Graha BNPB

9) Rapat Evaluasi Pelayanan Komunikasi Publik Aplikasi Lapor tanggal 24
Agustus 2020 di Graha BNPB

10) Rapat Strategi Penyampaian Komunikasi Publik dalam Edukasi Adaptasi
Kebiasaan Baru di masa Pandemi COVID-19 tanggal 12 Agustus 2020 di
Graha BNPB

lll.4 Kegiatan PPID BNPB dalam Pelayanan Permohonan Informasi

Pelayanan informasi yang diberikan seputar perkembangan kejadian bencana,
edukasi dalam penanggulangan bencana dan informasi Covid-19. Dalam memberikan
pelayanan PPID BNPB dilakukan dengan:
a. Pemohon Informasi datang langsung

Selama tahun 2020 BNPB hanya memperoleh 1 permohonan informasi datang
langsung ke kantor BNPB, a.n Yenny perihal informasi penanganan banjir di
Jabodetabek. Terkait pertanyaan tersebut BNPB telah menjawabnya. Dalam
memberikan pelayanan petugas PPID menghubungi pemohon informasi dan

memberikan jawaban secara tepat.



a. Melalui email PPID

Rekapitulasi PPID dari Bulan Januari s/d Oktober 2020

Bulan Jumlah Keterangan
Januari 5 sudah dijawab
Februari r sudah dijawab
Maret 5 sudah dijawab
April 3 sudah dijawab
Mei 13 sudah dijawab
Juni -

Juli -
Agustus =
September -
Oktober -
November -
Desember -
Total 33

Sejak BNPB terintegrasi dengan aplikasi lapor tidak adanya pemohon informasi
melalui PPID sejak bulan Juni hingga Desember tahun 2020. Mayoritas pemohon
informasi mengajukan informasi melalui aplikasi Lapor.

lll.5 Kegiatan PPID dalam melayani Aplikasi lapor

Selain melayani permohonan informasi melalui email PPID dan website BNPB.
Tim PPID BNPB juga bertugas melayani pelaporan dari aplikasi lapor. Dalam
melayani pelaporan terkait Covid-19 dalam aplikasi lapor petugas PPID berdasarkan
surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi
Republik Indonesia tentang Mekanisme khusus dalam Sistem Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)-Lapor dalam rangka mendukung
penanganan dampak Covid-19 di lingkungan pemerintah.



Lampiran Rekapitulasi Layanan Aplikasi Lapor Periode Januari s/d Desember 2020

Tracking ID

gal Laporan M

Nama Pelapor

Kategori Disposisi

5221357
5265438
5267027
5267969
5268017
5268464
5268479
5269180
5273061
5273129
5273452
5273592
5275788
5277584
5279060
5280643
5284506
5284589
5288477
5202055
5292549
5293589
529876
5301797
5301910
5304336
5316238
5317531
5317819
5321608
5325434
5329387
5332193
5332965
5339741
5342680
5349888
5353223
5354875
5359314
5373540
5373986
5380017
5380681
5380818
5385030
5385838
5396032
5403519
5417971
5417977
5423694
5439675
5473883
5508373
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23 Jan 2020
19 Mar 2020
22 Mar 2020
23 Mar 2020
23 Mar 2020
23 Mar 2020
23 Mar 2020
24 Mar 2020
28 Mar 2020
28 Mar 2020
28 Mar 2020
28 Mar 2020
30 Mar 2020
1 Apr 2020
3 Apr 2020
4 Apr 2020
7 Apr 2020
7 Apr 2020
11 Apr 2020
14 Apr 2020
14 Apr 2020
15 Apr 2020
19 Apr 2020
21 Apr 2020
22 Apr 2020
23 Apr 2020
4 May 2020
5 May 2020
5 May 2020
9 May 2020
13 May 2020
17 May 2020
19 May 2020
20 May 2020
27 May 2020
31 May 2020
10 Jun 2020
14 Jun 2020
16 Jun 2020
23 Jun 2020
14 Jul 2020
15 Jul 2020
25 Jul 2020
27 Jul 2020
27 Jul 2020
4 Aug 2020
5 Aug 2020
20 Aug 2020
30 Aug 2020
13 Sep 2020
13 Sep 2020
19 Sep 2020
4 Oct 2020
10 Nov 2020

18 Dec 2020

Darwis Amran
Weny Felisia

628236693xxxx
La Iti
628521007XXXX
628213444xxxx
Angelica
Jay Adiputra
Wawan Adi Purnomo
Muhammad Sabri
Bu
Alex
Jjai
Adya Ersyad
Ali Syahbana
Rangga Indra Permana
628134892xxxx
Rachmad Alimudin
Bu Rt
Sandi
Ruth Noviana
Yudha Setiawan
Nowva
Akhmad Baihagi
Hairudin
Lucyiwati N
Mohamad Afiefudin
Tuwandi
Ock Sasmitaloka
62821981 1xxxx
Rajuli
Nuha Azkayra Zalfa
Lia Putranti
Chris
Vicky Zaynul Firmansyah
Anang Saputra
Zaki Mubarak
Vira Alfita
Candra
Afroad
Afroad
Ahmad Daffa Atha H
Dendy Darmawan
Ahmad Daffa Atha H
Sondy Pradana
Ahmad Daffa Atha H
62853483 1xxxx
628128246xxxx
Pujasera
Pujasera
Rizki Satya Pratama
Umam
Jacko Ryan
Sunaryo Winardi

Kepegawaian
Situasi Khusus
Kesehatan
Kesehatan
Kesehatan
Corona - Pemeriksaan Masal (Rapid Test)
Corona - Pemeriksaan Masal (Rapid Test)
Perekonomian
Penanggulangan Bencana
Corona - Pemeriksaan Masal (Rapid Test)
Corona - Sarana Rumah Sakit Tidak Mencukupi
Corona - Kekurangan Kebutuhan Logistik dan APD
Corona - Karantina Wilayah
Corona Virus
Corona Virus
Corona - Karantina Wilayah
Corona - Bantuan untuk Masyarakat
Corona Virus
Corona - Dampak Ekonomi
Corona Virus
Corona - Dampak Ekonomi
Corona - Bantuan untuk Masyarakat
Corona - Bantuan untuk Masyarakat
Corona - Bantuan untuk Masyarakat
Corona - Karantina Wilayah
Corona - Karantina Wilayah
Corona - Bantuan untuk Masyarakat
Corona - Karantina Wilayah
Corona - Bantuan untuk Masyarakat
Corona - Jaga Jarak Aman (Physical Distancing)
Corona - Dampak Ekonomi
Penanggulangan Bencana
Corona - Bantuan untuk Masyarakat
Pengaduan Call Center 117 COVID-19
Informasi Media Elektronik COVID-19
Informasi Media COVID-19 Lainnya
Informasi Media Elektronik COVID-19
Korupsi
Sosialisasi dan Edukasi
Penanggulangan Bencana
Sosialisasi
Informasi Media COVID-18 Lainnya
Lainnya seputar Corona Virus
Lainnya seputar Corona Virus
Lainnya seputar Corona Virus
Pengaduan Website COVID-19
Pelayanan Pemerintahan
Topik Lainnya
Kepegawaian
Lainnya terkait Ketenteraman, Ketertiban Umum,
Lainnya terkait Ketenteraman, Ketertiban Umum,
Pelayanan Kesehatan lain akibat COVID-19
Informasi Media COVID-19 Lainnya
Lainnya terkait Pendidikan Tinggi
Penanggulangan Bencana




IV. Monev Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

Memasuki sepuluh tahun sejak pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik masih banyak Badan Publik (BP)
yang belum patuh melaksanakannya. Belum maksimalnya kepatuhan BP terhadap
pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang sudah wajib dilaksanakan sejak 2010
itu, tampak jelas terlihat dari hasil monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan BP
yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi (KI) Pusat tahun 2020. Ketua KI Pusat Gede
Narayana menyampaikan hal tersebut saat menyampaikan laporan tentang
pelaksanaan monev keterbukaan BP di depan Wakil Presiden Prof Dr (HC) KH Ma'ruf
Amin saat menyampaikan anugerah keterbukaan Informasi Publik dari rumah dinas
Wapres RI, Rabu (25/11/2020).

Gede memaparkan hasil monev keterbukaan BP, bahwa dari 348 BP yang
dimonitoring sepanjang tahun 2020, mayoritas 72,99 persen (254 BP) masih sangat
rendah kepatuhan dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik, yaitu 17,53
persen (61 BP) hanya masuk katergori Cukup Informatif, 13,51 persen (47 BP)
Kurang Informatif dan 41,95 persen (146 BP) Tidak Informatif.

Dijelaskannya, berdasarkan rentangan penilaian monitoring dan evaluasi BP
tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Kl Pusat melibatkan delapan juri dari kalangan
akademisi, peneliti, pegiat keterbukaan informasi dan media massa, untuk kategori BP
Informatif hanya 17,43 persen (60 BP) dan Menuju Informatif 9,77 persen (34 BP)
yang dapat dinilai telah melaksanakan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang
keterbukaan Informasi Publik.

Disampaikannya nilai setiap kategori, yaitu Informatif bernilai 90-100, Menuju
Informatif 80-89,9, sedangkan Cukup Informatif hanya bernilai 60-79,9 (termasuk
rendah keterbukaan informasinya), Kurang Informatif (40-59,9), dan Tidak Informatif
(0-39,9), ternyata masih ada BP bernilai dibawah 10 bahkan 0. “Besarnya prosentase
BP yang masih masuk kategori Cukup Informatif, Kurang Informatif bahkan Tidak
Informatif masih memprihatinkan, maka harus digarisbawahi bahwa Keterbukaan
Informasi Publik di Indonesia masih jauh dari tujuan yang diamanatkan oleh UU KIP,”
tegas Gede menjelaskan.

Menurutnya, kondisi yang memprihatinkan ini harus menjadi tugas bersama
antara Pemerintah, BP dan Komisi Informasi.



la menyampaikan bahwa masih diperlukan dorongan yang lebih besar untuk
menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya dalam rangka mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

“Komisi Informasi akan lebih menggelorakan budaya keterbukaan informasi
publik melalui komitmen dan dukungan yang kuat dari pemerintah,” ungkapnya lagi.
Menurutnya meski masih ada BP yang Tidak Informatif namun tidak sedikit BP yang
telah berupaya meningkatkan pelayanan keterbukaan Informasi Publiknya. “Seperti
peningkatkan secara signifikan jumlah badan publik kategori Informatif tahun ini, jika
pada tahun lalu hanya 34 yang Informatif maka sekarang meningkat tajam menjadi 60
badan publik Informatif, sehingga upaya badan publik untuk berbenah diri secara
sungguh-sungguh, patut diberikan apresiasi yang tinggi,” katanya.

la juga menyatakan prihatin, karena ada beberapa BP yang tahun 2019 masuk
kategori Informatif justru tahun ini merosot ke kategori Menuju Informatif. Untuk itu,
menurutnya pimpinan BP dan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)
tidak boleh terpaku pada penganugerahan kategori Informatif yang telah diraih namun
perlu kerja keras agar setiap tahun ditetapkan sebagai BP Informatif.

Meski demikian, ia juga menyampaikan, bahwa hasil penganugerahan ini
bukanlah suatu ajang yang dimaknai sebagai kontestasi antar BP, tetapi harus
dimaknai sebagai tolak ukur implementasi keterbukaan Informasi Publik di Indonesia.
la juga tak lupa menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan BP yang telah
berpartisipasi dan berkomitmen terhadap Keterbukaan Informasi Publik, dari 348 BP
sebanyak 324 BP mengisi SAQ lewat aplikasi e-monev.komisiinformasi.go.id, artinya
tingkat partisipasi BP mencapai 93,1 persen melesat jauh dari 74,37 persen
partisipasi BP tahun 2019.

Menurutnya, pelaksanaan monev untuk mengukur kepatuhan BP oleh Kl Pusat
2020 ini penuh dinamika di tengah pandemic Covid-19. Untuk itu, ia menyatakan
seluruh tahapa monev mulai dari sosialisasi, penyampaian Self-Assessment
Questionnaire (SAQ) untuk diisi BP, verikasi SAQ hingga tahap presentasi sampai
puncak penganugerahan dilaksanakan secara protocol kesehatan.

Dalam pelaksanaan presentasi BP, menurutnya semua dilaksanakan secara
daring (dalam jaringan) melalui zoom meeting. Adapun tim pakar sebagai juri
presentasi, semua Komisioner Kl Pusat bersama Prof. Dr. Siti Zuhro (Peneliti LIPI),
Abdul Manan (Ketua AJl), Yohan Wahyu (Litbang Kompas), Dr Totok Prancto



(Akademisi Ul), Dr Amirudin (Akademisi Undip), dan Muhammad Yasin SH MH
(Redaktur Hukum Online).

Dalam Monev KIP, PPID BNPB memperoleh kategori cukup informatif dengan
skor 69,23 sebelumnya memperoleh 64,56 terjadi peningkatan kualitas pelayanan
komunikasi publik.
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ATEGOR! LEMBAGA NEGARA DAN
3A PEMERINTAH NON KEMENTERIAN

BADAN PUBLIK

Dewan Perwakilan Rokyal RI

CUKUP
INFORMATI

Bacan Meteorolog. Kliimatolog. dan Geofimilua (BMKG)

Gbr. 2 Penyerahan sertifikat cukup informatif di kantor Komisi Informasi Pusat



IV. Capaian dan Output PPID BNPB

1) Mendukung Keterbukaan Informasi dan bersinergi/pendampingan kepada Komisi
Informasi Pusat (KIP), output dari kegiatan tersebut menghasilkan video pelayanan
Komunikasi Publik serta terkait regulasi adanya SOP pelayanan informasi fasilitasi
sengketa informasi, keberatan informasi, pelayanan permohonan informasi,
penanganan pengaduan masyarakat, pendokumentasian informasi dikecualikan,
penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik dan pengujian konsekuensi
informasi publik.

2) Mendukung Reformasi dan Birokrasi dalam keterbukaan informasi dan bersinergi
dengan admin aplikasi lapor kemenpan RB dan BNPB dalam pelayanan informasi
terkait Covid-19 output yang dihasilkan laporan pelayanan informasi terkait covid-
19 di aplikasi lapor (terlampir)

3) Pengembangan website PPID BNPB dengan output terwujudnya pelayanan
informasi berbasis online dengan website PPID BNPB.

V. Kendala PPID

1) Anggaran yang kecil tidak maksimal untuk kegiatan pelaksanaan PPID.

2) 8K Tim PPID perlu memfasilitasi semua eselon Il BNPB karena sebelumnya SK
Tim PPID tidak mencakup semua eselon || BNPB.

3) Koordinasi terhadap permintaan informasi kepada unit-unit BNPB masih sulit
dilakukan diperlukan mekanisme/platform yang efektif agar menghubungkan antar
unit BNPB.

4) Tingkat kehadiran anggota PPID masih rendah dalam undangan rapat baik secara
online/zoom dan bertemu langsung, sehingga pemahasan rapat-rapat PPID tidak
maksimal dalam memperoleh masukan/kontribusi dari unit BNPB masih sedikit.

o) Konten Website PPID dari unit BNPB lainnya masih minim, mayoritas konten PPID
berasal dari Pusdatinkom. Hal ini seolah-olah PPID milik Pusdatinkom bukan milik
BNPB.

6) Standar Pelayanan Komunikasi publik bagi anggota pelaksana belum ada sehingga
perlunya pelatihan dan pembinaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
kegiatan PPID.

7) Belum ada ruang khusus PPID dalam pengarsipan dokumen, di dukung perangkat
komputer, printer, internet dan ruang pelayanan PPID.
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8) Belum adanya penugasan petugas khusus yang memberikan pelayanan secara
online dan offline kepada pemohon informasi, mendata infornmasi dan melakukan
update website PPID BNPB dengan meminta langsung data dan informasi kepada
kegiatan unit-unit BNPB maupun anggota PPID BNPB.

VI. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas
Pelayanan Informasi

1) Anggaran PPID perlu diperbesar untuk mengotimalkan kinerja PPID melayani
permohonan informasi Diorama BNPB, pelayanan pelaporan pada aplikasi lapor
dan tugas rutin PPID seperti mendata informasi, pemberian informasi secara serta
merta, berkala maupun merumuskan kebijakan informasi seperti informasi
dikecualikan/ dirahasiakan dan mengisi content-content dari semua unit kegiatan
BNPB di website PPID.

2) Adanya punishment and reward untuk unit BNPB, anggota pelaksana dan
pimpinannya agar dalam koordinasi dan mendukung kegiatan PPID BNPB secara
lebih efektif terutama kehadiran dan kerjasama dalam koordinasi saat rapat.

3) Adanya ruangan khusus dalam memberikan pelayanan informasi kepada pemohon
informasi, dilengkapi peralatan komputer, printer, internet dan penempatan arsip
dokumen penting PPID.

4) Layanan PPID wajib didukung oleh SDM yang mampu dan terampil dalam
memberikan layanan serta menguasai informasi yang dimiliki. Oleh sebab itu perlu
dilakukan peningkatan pengetahuan dan kemampuan SDM melalui pelatihan
maupun diklat terkait layanan publik khususnya layanan informasi.

5) Penugasan khusus petugas PPID dalam layanan secara online melalui website
PPID BNPB, maupun melalui media sosial BNPB seperti Facebook, Twiiter,
Instagram dan pengarsipan dokumen PPID. Bila hanya mengandalkan pekerjaan
tersebut pada satu orang maupun pekerjaan tambahan/sambilan tidak akan efektif.

6) Beberapa indikator pada good governance yaitu keterbukaan informasi publik yang
baik dan pelayanan komunikasi publik yang efektif. Maka koordinasi dan kerjasama
dengan Komisi Informasi Pusat dan Kemenpan RB dalam mendukung reformasi
birokrasi dalam pelayanan komunikasi publik perlu terus ditingkatkan, disini

perlunya dukungan semua pimpinan BNPB tidak hanya dari Pusdatinkom.
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VIIl. Penutup

Demikian, laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dalam pengambilan
kebijakan ke depannya dalam mengembangkan PPID BNPB yang lebih baik.

Jakarta, 7 Januari 2021
Menyetujui
Kepala Pusat Data, Informasi dan,

Komunikasi Kebencanaan

A' DA Raditya Jati, M.Si



I. Lampiran Foto kegiatan PPID

12



Il. Lampiran undangan Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan
Informasi Badan Publik dari Komisi Informasi Pusat
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Wakru b 0 WTIL - s e

I ermpual Nortual Zooa Meeting takaes ohan dibsenhoan hemnudiang

Seenda Sosializasi Montonayg dan D yvaluaa Retorbubasa Tnformas Nadan Pabli,

Tahun 20240

Uleh harena itu, hami mobon kisans s Bapak [ba boosetan o sk an 7 nduay orang persast lan
wntuh vengiketi acara tessebur 1k keterungan lebeh Lanut dapat menghuabungs Sale Renw
Buna Y ucha U857-7402.59049) Demikian arslanean s ko sampaihan At porhattanns i s

ucapsan terina siasih

ROMEISEINFOIRNMASEPUSAI

Wosnn FIS0 Loantas 9 01 Alsdol Mo N Lk tan Priasat Telp I 1070 VTahs 007 - GgATT
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Loasre

plean Surat

Nonr 29? RIEN L2020
{RG Juny 202U

Tangpal

Daftar Lembaga Negars ¢ Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Majelis Permusyawaratan Raksut R

I1esoan Perwakilan Riky o R

Pewan Perwakilian Dierals R

NMabkamaly Agung R

Mabihamal Ronstites Rl

~Rojahsan Agung

Featara Nostonal Indoaesia

hepolisan (1

komnst Yiadisial

Bidon Pemerih s Keuangan R

Pienk lnndonesaa

Eatontas Jisss Kewnpan

Sckrewnm Kabinet

Badan Pemyelengparn Japunan Rosal heseluan
Hadan Penyelengprara Jaminar Sosial Retenagakenaan
Lembaga Penyiaran Pubhik Radio Republik Indonesia
Lembaga Peny baran Publik Tclevisi Republik frsdonesia
Arsap Maszonal Republib Indoanesiac ANKRL

Bodan Infonnass Geospasial 1B3IGH

Badun Intcliien Negara (BIN)

Badin Keamnaran 1ot Repubhih Indonesa titakaembo
Buidom Kepegassaion Neare |BRN)

Bodan Kepeadudohan dan Keluwrga Berencana Noswona 1BRKBN)

Boshan Keordinasa Pemamomae SModal (BRIPAD

L Badan Metcorelogzi, Rlunatologi. Jdan Geotisiha cB MK
cBadan Nathotihae Noaswonal (BN

Biwdan Nastonul Pepangea i ean Beacana (NP3

- Badan Naesona] Pemangpalangan Feroresme (NP D)
- Babn Pehindungar Pekera Migran Indoncsia t BP2MD

CBadan Pengawas Keuanzgan Jan Pembangunan (3PKIM

Hadan Peogawas Obar dan Naboman 1 BErOA D

Hadan Pengawas Tennga Dokl e B3APE 1EN)

Badan Penghanan dan Pencrapan Badaa Pengovwas Lekpologn (8PP 1

Wouma

BSC Lavtas 91 Abdul Mouocs Nov 30 Lakarts Pusat Telp 021 - 3383074810 Faks A7) - 3483177
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lll. Permohonan Pengisian Aplikasi E-Monev

KOMISI INFORMASI PUSAT

REPUBLIK INDONESIA Jaharta, S Juh 2020
N o G KIPAVILZO20

Lampiran ;1 (satu) bundel

Periial s Permohonan Pengisian Aplihss e-Money

Kepada Yth

Bapah/Ihu Pimpinan | embaga Negaza : Lembiga Penerintah Non Kementesian
¢ 4. Atasan IPFID
(Daztar Terlampin
G

lempat
Dengan hormat,
Menmdaklanut pelaksanaan sosialisast Momtorig Zan Dvaluast Keterbukian Informast Publin
Lahun 2020 yang divelenggarthan oleh Komiss Teformas: Pusat pacda taaggal 13 - 15 Juls —nth
cecara virtual, besama m kanu sanpaikan alina tabapan penzisian saesioner Momtoring dat
Fyalussi  Kelerbukaan  Informasi  yang  dapint dits melawlut aphhasi  Ros e
metiey komusiinfonmasy go ! dimulis tangpal 21 Juh 120 sampai dengan 31 Agusiun J020
| ntek ite kami meminta Bapak/lou stasan PPED) unteh dapat menugaskan PEID michahuhan

pemgsian Kinsioner sesia ketentuan Xany telah disemparhan padi st sostalizast beslangaang

ol Momtoring dan Evalussi Keterbukaan latormas: Badan Publk yung setap tahun

Siseleny parakan whan menjadi bagian yang tak termisalihan darn Laporan yang ahan Jisampaihan
Komisi Informast Pusat kepada Presiden REdan Desvan Persakilan Ry at RE Oleh Rarena tu
kami mengharaphan partisipasi Ghif Badan Paskk dalam sctap tahapan Momtong dan

Eraliasi Keterbukaan Intormasi Badan Pubhib |l 2020 perlampir dalany Petuniuk D

Diemikian sazat i sl sampatkan Atas perk gianns o hamt ueaphan terena Kisnil

KOMIST INFORMASI PUSAL
KRETUA

GEDE NARAYANA



Lampiran Surat
Nomor 2lg /KIPVII2020
Tanggal 1187 Juli 2020

Daftar Lembaga Negara / Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Majelis Permusyawaratan Rakyat R]
Dewan Perwakilan Rakyat R]
Dewan Perwakilan Daerah RI
Mahkemah Agung RI

Mahknmah Konstitusi R1

Kejoksann Agung

Tentara Nasional Indonesia
Kepolisian RI1

Komisi Yudisial

10. Badan Pemeriksa Keuangan Rl

11. Bank Indonesia

12. Otoritas Jasa Keuangan

13. Sekretarint Knbinet

14, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Keschatan

O O® N s W N e

15. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenapgakerjaan

16. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia

17. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

18. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

19. Badan Informasi Geospasial (BIG)

20. Badan Intelijen Negaru (BIN)

21. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakemlz)

22. Badan Kepegawaian Negara (BKN)

23. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
24. Badan Koordinasi Penanarnan Modal (BKPM)

25. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

26. Badan Narkotika Nasional (BNN)

27. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

28. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

29. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

30. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

31. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

32. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)

33. Badan Pengkajian dan Pencrapan Badan Pengawus Teknologi (BPPT)

Wisma BSG Lantai 9. JI. Abdul Muis No. 40 Jakarta Pusat Telp : 021 - 3483074 1/Faks : 021 - 34830757



IV. Membuat Video Presentasi Pelayanan Komunikasi Publik BNPB

KOMIIS! INFORMASI PUSAT - g s
REPUBLIK SWOONES(A Jakarta. SNeptembes 202

Nomor Y Kpaxzno

Law 1 (satu) bunde!

- Perpanpangan Penyampaian Vidoo Preseatint Monitosing dan By aluast K1P
Tahun 2020

Repada Yih

BapakTou Pimpinan Lembaga Negara © Lembags Pomenintah Non Kemenietian
¢4 Atasan PPID

1Danar Teclampr)

(4]

Tempat

Dengan hormae,

Mempechatihan surat sebelumnyva dari Komisi Informas: Pusat Nomor USRIV 200D
Perihal Pemberitahuan Tama Care Penyampaan Video Presentosi Monitozing dat Faauas
Keterbukaan Informas: Publih Tebun 2020, sang pada pokoknya mengintormasihan bates skl
penyampaian video peesentas: poacda langgal 1o Septembar 2020 Setelah mempentimbanahan dap
memperhatihan beberapa bal, maka Korns ntormes Pasar memberihan perpanjangisn waktu
pemyampaian video presentasi paling lambat tangzal 20 September 20200 Kotepin s
presbuation dan penyampaian video berpedonman padi surat sehelumny

Pembaritalican mi banya disampaikan kepada Badar Pubah sang telan MINGisl Soff deseavmens
grestninaive padie Aphikass Monev Komis: Informass, Dernhian surat ing dis mpathan Ades
perhatian dan Serjasamanya, terimakasih

ROMISTINFORMASE PUSAT
RKETUA

[

GEDE .\,-\R,\Q AN

Wisina BSG Lantan 9, )1, Abdul Muis No. 40 Jahara Pusat Telp 021 J8MITI I aks ). daRag s
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Daftar Lembaga Negara  Lembaga Pemerintah Non Kementerian

| T embaga ketihanan Nasonad (8 ermbannas

4 Lembaga penyican Pubhih Televis: Republik [ndonesia
3 Lembaga Penerbangan dan Antarksa Nasional ¢ apan)
4 \Minelis Permusyasaratan Rakvae R1

b Lembaga Hhma Pengetahuan Indonesia ol 11D

0 Badan Kepeaduduhan dan Keluarga Berencana Nasonal (BRKBN
7 Badan Penghajian dan Pencrapan Teknolow (BPP T

8 Mahihienah Nonsthitust R

9 Lembuags Penjaminan Semparon

14 Badan Sinber dan Sandi Negara (388N

B Lembaes Adnwmistrass Negara o AN

12 Perpastakaan Nastonal Repabiih Indonesia s Perpusnis |
13 Dewan Perwakilan Dacrah RI

14 Badan Pasar Stanistk (3PS

13 Lembagn Kebnakan Pengadaan Barans Jasa Pemerintah (1 KPP
16 Dewan Perwakilan Rakyier R1

17 Badan Pemerihsa Rewangan R

18 Bank Indoneap

19 Mahkimah Apgung R

20 Lembugza Penyiaran Publidh Radio Repaniih Indonesia
a B i i
-l Hodan Penpawasan Keuangan dan Pembanpunar ¢ BPR 1M

V.. Bodan SAR Navonal (Basarmas!

o3 Badan Penyelengaan Tamiman Sosl! .:'\lll..'ll..l':.'.ihg'lr.l..l.
24 Repodisian R eMarhas Besar Kepolisian R

Lo Badan Kepegawaan Negara 1 BRN)

26 Oteritas L Kevangan

27 st Nasconal Repubhib Tndonesia s ANRI

28 Badan Peny clengpara Jaminan Sosial Kesehatan
29 Sehretariat Kahinet

30 Radun Nosronal Penamgautancan Boacara (3NPIY)
K Badan Standardisis s Nastonal (B8N

32 Badan Temagae Nuklie Nasional (Batiany

? . " e —— e ——
Wisma BSG Lantai 9, J1 Andul Muis No 40 Jabarts Pusat Telo 021 - 34830718 Faks ;021 - 34831075°



V. Pendampingan Penilaian Dewan Juri KIP dalam Presentasi Video

KOMISI INFORMAS! PUSAT

;| LIRS L |"r
AEPURL M INDOXESIA Pakartr, i Apustos 20

Nomes R RIPVIEINZD
| ampran o sata) Blumdel
Penihal Pemberiathuan Tata Cara Penyvampaiin Video Presentas

Aonttonimge dan Fyaluasy KPP Tabun 2020

Ao Pu Ja Yth

Bapak/Ihu Pimpinan Lembaga Negara / Lembaga Pomenintab Non hementerian
cap Aasan PPID

Myattar Lt e

Tempat

Derpan bormial,

Memmdahlanjott ranghaion tahapan Momtorny can Evalups heterbubitan Intonnas Boadoa
Publix (Mones KIP Tahun 200
avvesvsmenl grexionnaire akan dilanjurthan talhapan presentasi sene Jilahukan secan vl
Oleh sehat i Bandien Pubbh dducaphan mengirimban sadeo prescation sing menniet Tnos st dan

hamt iefonmasisan baiwa setelab fahapan potgstan sl

Rolaborasi Keterbubaar Tetomeas Publie ihcteniuan miatan maten dan dunase sadeo dapat
diihat pada Petonjuk Umum Mones KIP Lalun 2000 sebagainua terlampir dalam aarat e
maling henbat tanpeal 16 September 2020, Voo dibarreboan nrebalos htgpss ey ALN-LPN K-

vidManey kI

Pengisimin Video tersebut divajithen bap adan Mubli visee sudalymengis Sn merarmnhare
self avsessment goesiioopaarer poda laman htiss Ceameres homcanfoamas ol ntak jadwa
pelak st presentasy ahan hang camparsan !

Lihemudian han S ketecangan febeh Lanpat Sapat
menghubungy (Reme Boma Yodba 08504402

Sy PDenohian pemberitabaan e ham
campathan Atas perhatianny a ham weaphan tenea hasih,

ROMISTINFORMAST PUSAT
RETUA

GEDE NARAYAN A

Wiisnty HSG Dantan 9, 20 Abdul Mas Niv 0 Jebsarta Pasat Telp o 021 - VIS30T 00 b gha D2 - R30S
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VI. Pendampingan dalam Silaturahmi Nasional Badan Publik & Komisi Informasi
se-Indonesia

KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

Notos €20 KX 2020

Lampiran

J.tknrt.‘nT’-S“c;".clnlwr 2020

Prerthil Surat indangan Silaliurabm: Nasional Badan Publik & Rapat Koordinas
Nasional ke 11 Komist Intormass se- lndonesia 2020 seeara daring yang shan
dibuha oleh Bapak Presiden RI

Repada Y.
Daftar Peserta (terlumpir)
di Tempal.

Drengan bormat,

Komusi Intarmasi Pusat (K] Posat) Republih Indenesia dibentuk berdasarhan ndang-
Undang Nomor 14 Tahur 2008 tenang Keterbubean Informas: Pablik (UL KIP) der ngan fungsi
din tupasava menjalanken don omespanal pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publh
donesia Menyikapi permasalaban global sakni pandensi Covid=19 KI Pasat perlu me hangun

stmergt Jdanintegrasi Reterbukaon intoemasi publih pada kesehatan dan ehonomn n.h:uml
Proyeksinva. K Pusat ingin mengaak Berbaga homponen bangsa, terutama hadan pubhik dari

pusat hinpea dacrah dan masyandkat untul terus melakukan inosasi terhadap pelivanan
informesi publik, I.I-".l'.H'.l'I'-'.l agar pandemi i tdak menjod:

feitormafinn seh

hambatan bagi roang ecess
apai J i dov Aeforongicon padie senn Lapisan masyarakat dan menjadi warning
sundens Tagi Buadan Puiy] ik itk twetap melaksanahan Odlicario to Tel! kepada masyarakan secara
antth manipun pasit,

Sehwbungan denpan hal tersebut, K1 Pusat ahan melahsanahan Acara H'L'.:'Im.n"llli
Nastonal Badan Publik & Wapar Koordinas: Nasonal ke-11 Komisi Informasi se-Indonesia 20210
secare larings Do s Ctnevasi Pelnanan Informasi Publik untuk Pemuliban
Keswhatan dan Flhonomi Nasional melalui Vdaptast Kebiasaan Baru™ sang ahan dihodin
olelt 1000 Badan Pabbih yang terdivi dani seluruh Badan Publik tnghal pusal. pemerintah
habupatennhota,  dan Kamist Informaasi sesDadonesia Adapun hegimoan dimaksud  akan
disclengearakan pada:

Han Panggal - Seain-Rabu, 26228 Oktaber 2

[emput forum daring

2 esusunan acara tertlammr pada TOR)

vakan diberikan kemudian melalui LO)

Aeenida : S ].:H.u:‘.:]mn Nuswotal Badan Pubhk & Rapat Koordinasi Nasional ke-11
Komist Infermast se-Indonesia 2020

Demikian undangan int kame sampaikan stas pechatian kami ucapkan terima hasili
Nuzahubung padi masing-nasing 1O dalam Teem of Zeference ( TOR)

.. '( .L—,'
AR. \\) ANA
lctmbusan:

Sekeans KiP

Wisma BSG L19, |1 Aldul Muts No.ad

a Pasat Telp 021 - ~-i‘-~ll A1 Faks 021 - 33830757




[ampiran Sural |

Nomor - $S0:K 111X 2020
Fanpeal A% September 2020

hepada Yihe Lembaga Negara 2 Lembaga Pemerintah Non Kementerian:

Majehs Permusyawaritan Rakyvat Rl
Devean Perwakilan Rakvat RI

Tad D -

Dewan Perwaiilan Daerah R

o MabRamal Agung RI

3. Mabhamah Konstitusi RI

6. Rejahsiun Agung

Tentara Nastonal Indonesia

8 KRepoltsian 1

9 Kemisi Yudisial

10, Badan Pemeriksa Keuangan RI

1. Bank Indonesia

<. Ahoritas Jasa Keunngan

13 Sekretarial Kahinet

14 Badan Penvelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Badan Penyelenggara Jamuinan Sosja) Ketenagaker i
16, Lembaga Penyiaran Pubhix Rudiv Republih Indonesia
Lembaga Penyiaran Publik Teley s Republik Indonesiu
S8 Arsip Nusional Republik Indonesia ¢ ANR]

19 Badan Intormas: Geaspasinl (BIG)

Badan Intelijen Newara (BIN)

2L Badan Keamanan 1an Republhik Indonesia (Bakamla)
=2 Badan Kepegasvaian Newars (BKN)

23 Badan Kependudukan dan Reluarga Berencana Nasional (BKKBN)
=4 Badan Koordinas: Penanamus Modal (BK P\

230 Budan Meteorologi, Klimatologr. dun Geotisika (BMKG)
26 Badan Narkotika Nasional (BNN)

- 7. Badan Nasional Penanegulangan Bencana (BNPRB)

rJ

28, Budan Nasional Penanggulangan Ferorane (BNPT)
Badun Pelindungan Pekeria Migran Indosesio (BP2M)
0. Badan Pengawas Keumngan dan Pembangunan (BPK P
31, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM,

32, Badan Pengawas Pennga Nuklic (BAPETEN)

33 Badan Pengkayian dan Penerapan Badan Pengawas Fehnologi (3PP
M. Badan Pusat Statisuk (BPS)

M. Badan SAR Nasiona ¢ HASARNAS)

36, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7. Budan Sundardisasi Nasional (BSN)

¥ Badan Tenaga Nublie Nastonal (BATAN)

90 Lembaga Administras Neparn (LAN)

0. Lembaga Hmu Pengetahuan Fadenesia (L1

I Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemeristah 11 KPP
1 Lembaga Ketabunan Nasiona (LENHIANAN)

i~ 4

43, Lembaga Penerbangan dan Antarikay Nisional (LAPAN)
A Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PERPUSNAS
45,

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
T e —————

Wisma B5G LLY, I, Abdul Muis X 20 fakoarta fusat r.-i;\ 021 - 34830741 fFaks: 021348 30757

m—



